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 Tujuan dari kertas kerja ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 

bagaimana proses pengelolaan PPh Pasal 21 di PT Bank Syariah Mandiri Area 

Pekanbaru guna untuk mengetahui bagaimana sistem kelola dan proses 

perhitungan PPh Pasal 21 apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku serta dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi atas pajak penghasilan dengan tetap mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan 

pengalaman magang yang bertempat di Jl. Jendral Sudirman No.45, Tanah Datar, 

Pekanbaru, Riau. Penulis mengamati bagaimana proses pengelolaan pelaporan 

pembayaran pajak untuk wilayah BSM Area Pekanbaru yang pengelolaannya 

hanya menginput,membayar, dan melaporkan pajak untuk KCP bagian Kota 

Pekanbaru yang meliputi BSM Area Pekanbaru itu sendiri,  KC Sudirman Bawah, 

KC Nangka, KC Panam, KC Bangkinang, KK UIR, KK Rumbai, dan KK Pasir 

Pangaraian yang mana tahap-tahap pengelolaannya yaitu mulai dari 

Mengumpulkan data, Menghimpun data per-KCP, Rekap Data jumlah yang akan 

dibayarkan, Login Aplikasi E-Billing, Isi data pajak melalui format SSE( Surat 

Setoran Elektronik), Cetak Kode Billing, Dibayarkan ke Teller Bank, Upload 

lembar kuning ke aplikasi Proofsheet Uploader, Rekap bukti WP (Wajib Pajak), 

Input data SPT melalui E-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik), Buat Surat 

Kuasa, Lapor ke kantor pajak, Bukti pembayaran di arsipkan ke Proofsheet 

Uploader, dan terakhir Rekap Pajak PPh 21 di arsipkan kedalam lemari arsip. 

Berdasarkan pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak sudah 

berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

terutama PPh Pasal 21 namun ada sedikit hambatan ketika mengelola yaitu seperti 

tidak terhubung nya jaringan, lambatnya alur komunikasi, dan teliti nya dalam 

menyamakan jumlah angka perhitungan pajak dan sebaiknya bagian yang 

mengelola tersebut harus fokus pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

serta mencoba untuk mengulang kembali memeriksa jaringan yang tidak 

terhubung dan menghubungi bagian tersebut namun dengan kalimat sopan dan 

ramah sehingga waktu pengerjaan pengelolaan pajak tidak terhambat. 
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 The purpose of this process is to find out and explain how to manage 

Article 21 Income Tax in PT Bank Syariah Mandiri Pekanbaru Area to find out 

how the system and calculation of Article 21 Income Tax in accordance with the 

provisions that allow for company management to increase taxes on the rules 

applicable. Based on the internship experience located at Jl. Jendral Sudirman 

No.45, Tanah Datar, Pekanbaru, Riau. The author carries out the process of 

managing tax payment reporting for the Pekanbaru Area BSM area whose 

management only input, pay, and report taxes for the Pekanbaru City KCP 

section which includes the Pekanbaru BSM Area itself, KC Sudirman Bawah, KC 

Nangka, KC Panam, KC Bangkinang, KK UIR , KK Rumbai, and KK Pasir 

Pangaraian where the management stages are starting from Collecting data, 

Collecting data per KCP, Recap Data on the amount to be collected, E-Billing 

Application Login, Fill in the tax data via SSE (Electronic Deposit) format , Print 

a Billing Code, Get Paid to a Bank Teller, Upload a yellow sheet to the 

Proofsheet Uploader application, Recap WP evidence (Taxpayers), Enter SPT 

data through E-SPT (Electronic Notification), Create a Power of Attorney, Report 

to the tax office, Proof of payment archive to the Proofsheet Uploader, and finally 

the PPh 21 Tax Recap is filed in a file cabinet. Based on observations, the authors 

conclude that tax management has gone well in accordance with taxation laws 

and regulations, especially Article 21 PPh, but there are few obstacles when 

managing, such as network disconnection, slow flow of communication, and 

careful in equalizing the number of tax calculations and preferably those who 

manage it must focus on the tasks and responsilities given and try to repeat again 

to check the network that is not connect and contact the section but with polite 

and friendly sentences so that the time for tax management is not hampered. 

 
 


